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Mandat dan Landasan Konstitusional
Hukum Pertambangan

Penguasaan Negara Atas Sumber Daya
Alam

Masalah Hukum Pertambangan di
Indonesia

Duitokrasi Kills Indonesian Democracy

What Next?
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1. Mandat dan Landasan Konstitusional Hukum
Pertambangan




Peta Sebaran Potensi Sumber Daya dan Cadangan
Mineral Logam dan Batubara

* Indonesia masih mampu
g memproduksi sederet
SDA yang dapat
diperbaharui maupun
tidak, termasuk Minerba
hingga saat ini

eeeeee Indonesia menduduki

j peringkat 1 tambang
emas bawah tanah
terbesar di dunia dengan
kualitas terbaik

Sumber: geoportal.esdm.go.id

denny@integritylawfirm.id



Dasar Hukum Minerba Pasca Perubahan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah:;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas UU 4/2009:

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batu Bara.

5. Beberapa Putusan MK terkait Minerba.

denny@integritylawfirm.id



4 (Empat) Alasan UU Minerba diubah menjadi UU 3/2020:

Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi:

. Memenuhi Kebutuhan Hukum:

Sinkronisasi dengan UU Pemerintahan Daerah;

. Rasionalisasi Pasal-Pasal yang tidak implementatif.

QO 0O T W

Sumber: Walhi, 2021




Pertambangan
Minerba:

Menopang
Pertumbuhan
Ekonomi

CNBC

INDONESIA

Jakarta, CNBC Indonesia - Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor
pertambangan mineral dan batu bara
mencatatkan rekor tertingginya. Hingga 10
Desember 2021, tercatat PNBP sektor minerba
telah mencapai Rp 70,05 triliun.

Realisasi PNBP ini bahkan telah mencapai
179% dari target 2021 sebesar Rp 39,1 triliun.

denny@integritylawfirm.id

Penerimaan Negera Sektor
Minerba Tertinggi dalam 5
Tahun

Oleh Liputan6.com pada 08 Mar 2022, 11:15 WIB

CIUISATU W Q

Sri Mulyani Sebut Sektor
Minerba Dorong Kenaikan
Penerimaan Negara

Selasa, 8 Maret 2022 | 14:57 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FER

CNBC

INDONESIA

Wow, Setoran Tambang ke
Negara Tertinggi Sepanjang
Masa!

Wilda Asmarini, CNBC Indonesia
- Selasa, 21/12/202117:40 WIB




Bagaimana.lndonesia. Mengelola Sumber
Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?

Konstitusi pada dasarnya telah mengatur
pokok-pokok atau prinsip dasar kebijakan
ekonomi termasuk pengelolaan berikut
pemenuhan hak atas ekonomi dengan
mengarahkan negara untuk
menyelenggaraakan kewajiban sumber
daya dan kewajiban kebutuhan akan hak
— hak ekonomi dan sosial

denny@integritylawfirm.id

PASAL 33 UUD 1945

(1) Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara;

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
diatur dalam undang-undang.



Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber
Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?

Negara harus hadir dalam menyediakan
“basic goods and services” untuk warga negaranya.

Keberadaan pertambangan Minerba Indonesia yang melimpah
mengharuskan negara untuk masuk ke dalam mekanisme pasar dan
memberikan jaminan terpenuhinya hak ekonomi warga negara yang

dijamin oleh konstitusi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi yang
dianut. Oleh karenanya UUD sebagai konstitusi tidak hanya merupakan
dokumen politik, namun juga dokumen ekonomi.

denny@integritylawfirm.id



Penerapan norma konstitusi ekonomi dalam
pelaksanaanya harus didasarkan kepada asas — asas
berikut:

(1) asas tanggung jawab negara (state liability);

(2) asas legalitas, yang memberikan jaminan
keadilan, kepastian, dan perlindungan;

(3) asas keberlanjutan (sustainability) yang
mengakui dan menyadari bahwa sumber daya
itu bersifat terbatas.dan adanya jaminan untuk
dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang
akan datang; dan

(4) asas manfaat, balik secara ekonomi maupun
sosial.

denny@integritylawfirm.id




“Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

denny@integritylawfirm.id

Cabang-Cabang Produksi
Strategis Harus Dikuasai

Oleh Negara
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Apakah Negara sudah melaksanakan
mandat Konstitusi melalui pengelolaan
Minerba?
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Indonesia memiliki tugas besar
dengan masih tingginya tingkat kemiskinan
di daerah-daerah penghasil tambang,
padahal Industri Minerba penyumbang PNBP tertinggi

ESDM Klaim Berhasil HHimpun PNBP Rp189 T Sepanjan
Batu Bara Masih Jadi Kontributor PNBP .4 P P panjang

Tel‘besal' CNN Indonesia

Bagikan : 0 O

e o e B 7! Di Tengah Tantangan Global, ESDM Sumbang
' 4 4 & AR Separuh Penerimaan Negara Bukan Pajak

Senin, 7 Januari 2019 | 04:48 WIB | Penulis : DeeWaluyo, Redaktur : Administrator

MARKET - Rahajeng KH, CNBC Indonesia

SHARE |

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SEKTOR ESDM MELEBIHI TARGET

ne% 2175
f132 ; .... T 18106
P i S dari target 53.4% PNBP Nasional
. . . s et 11205
'.,“7'8,.' _ tMM3: : N/ :",ﬁ'j}_"_" berasal dari Sektor ESDM

denny@integritylawfirm.id
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PDRB' menurut sektor usaha di 3 provinsi
(Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan)

== Pertambangan Pertanian, Kehutanan Industri Pengolahan Konstruksi
dan Penggalian dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten/Kota Persentase kontribusi sektor usaha ADHK (%) Wilayah batu bara? (%)

Penajam Paser Utara 34 _ 21 16 9 A N n MA LI
kutai Barat 55 ||| 5 0
samarinda 15 || 28 19 e KEMISKINAN DI
otai Tmor 5 | 615 > WII.AYAH TAMBANE
Kutai Kartanegara 74 | 511 y

e ——— BATL BARA

Berau 64 |, 5 4

Lainnya: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa
Keuangan dan Asuransi; Jasa Lainnya; Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan
Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran; Real Estate; Transportasi dan Pergudangan.

! Data PDRE tahun 2016
* Rasio terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota E' lokadata

Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah) Cleh Beritagar.id

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparencyinttiative, EITE (diolah),
https://beritaqar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara, 31
Juli 2019 4 —
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https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara

Angka kemiskinan di wilayah batu bara, 2018 ANDMA” KEM'SK'NAN Dl
® Kalimantan Timur ® Kalimantan Selatan ® Sumatra Selatar
WILAYAH TAMBANG BATU
16 2
2 @ M e BARA

@ i 65% Luas wila 1  batu bara
e @ 13% Kemiskinan | @ . : i . .
e o Dari tiga provinsi di atas, angka
) o . s s o kemiskinan tertinggi tercatat di
| . ~ ¢+ Sumsel (13,39 persen), disusul
6 @
' | 2 2. eamineows - Kaltim (6 persen), kemudian Kalsel
| e (4,5 persen).

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparencyinttiative, EITE (diolah),
https://beritaqar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara, 31
Juli 2019 4 —
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https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara

|
Angka pengangguran di wilayah batu bara, 2018

® Kalimantan Timur ® Kalimantan Selatan @® Sumatra Selatar

Angka kemiskinan tertinggi tercatat

- . di Kutai Timur, Kaltim. Padahal

. sepertiga wilayahnya adalah area
| ° ® ppu"? : tambang batu bara. Sementara di
| b | ™ A Kalsel, angka kemiskinan tertinggi
‘I '@ | ®% o olq S Maara Enim o ada di Tabalong, yang 15 persen

wilayahnya adalah tambang batu
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 ba ra )

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparencyinttiative, EITE (diolah),
https://beritaqar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara, 31

Juli 2019 4 —

denny@integritylawfirm.id



mailto:denny@integritylawfirm.id
https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara

Bukan hanya soal ekonomi dan
kesejahteraan, “dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Tapi juga soal keadilan atas
penguasaan. Karena itu “dikuasai
oleh negara”, menunjukkan mandat
tunggal pada negara

Termasuk mandat
pelestarian lingkungan
(sustainability)

denny@integritylawfirm.id

Mandat

Konstitusi
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MODEL IDEOLOGI PENGUASAAN NEGARA
TERHADAP SUMBER DAYA ALAM

1. Penguasaan Negara Liberalis;
Kebebasan dan kesetaraan; State is self-
interested; Kompetisi; dan Positive Sum Game.

2. Penguasaan Negara Sosialis;
Kolektivisme; dan Over-powered Government.

3. Penguasaan Negara Monarkis;
Penguasaan berdasarkan pengaturan Raja/Kepala
Negara.

4. Penguasaan Negara Pancasilais. Negara melakukan
pengurusan, pengaturan,
pengelolaan, pengawasan sumber daya alam
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber: INTEGRITY Law Firm, Merumuskan Konstitusionalitas dan Legalitas Peran Negara
Serta Pelibatan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, (tidak dipublikasi),
him. 16-24.




“Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

denny@integritylawfirm.id

Cabang-Cabang Produksi
Strategis Harus Dikuasai

Oleh Negara
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Pemaknaan Terhadap Frasa
“Dikuasai Oleh Negara”
Menurut Putusan MK
No. 001-021-022/Puu-1/2003

Fungsi Pengurusan
(bestuursdaad)

Pemerintah dengan
kewenangannya untuk
mengeluarkan dan
mencabut fasilitas
perijinan, lisensi dan
konsesi

“Dikuasai Oleh Negara”

Fungsi pengaturan oleh
negara (regelendaad)

dilakukan melalui

kewenangan legislasi
oleh DPR bersama
Pemerintah, dan

regulasi oleh
Pemerintah

denny@integritylawfirm.id

Fungsi pengelolaan (beheersdaad)

dilakukan melalui mekanisme

pemilikan saham (share-holding)

dan/atau melalui keterlibatan

langsung dalam manajemen Badan

Usaha Milik Negara atau Badan
Hukum Milik Negara sebagai
instrumen kelembagaan, yang

melaluinya Negara, c.q. Pemerintah,
mendayagunakan penguasaannya
atas sumber-sumber kekayaan itu

untuk digunakan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat

Fungsi Pengawasan
(toezichthoudensdaad)

dilakukan oleh Negara, c.q.
Pemerintah, dalam rangka
mengawasi dan
mengendalikan agar
pelaksanaan penguasaan
oleh negara atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud
benar-benar dilakukan untuk

sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat.

21



Peringkat “Penguasaan Oleh
Negara” menurut Putusan MK

Nomor 36/PUU-X/2012

Peringkat 1: Penguasaan
oleh negara adalah
melakukan pengelolaan
secara langsung atas
sumber daya alam

Peringkat 2: Negara
membuat kebijakan
dan pengurusan
guna mencapail
tujuan sebesar-
besarnya
kemakmuran rakyat

Peringkat 3: Negara
melaksanakan fungsi
pengaturan dan
pengawasan.

denny@integritylawfirm.id
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1. Segala bentuk pemanfaatan atas bumi, air serta

hasil yang didapat (kekayaan alam), harus
secara nyata meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat;

Keterkaitan antara hak penguasaan
negara dengan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, menurut Bagir
Manan akan mewujudkan kewajiban rakyat yang terdapat di dalam atau di atas

negara sebagai berikut: bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu;

2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun

vang akan menyebabkan rakyat tidak
Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, “Tafsir MK . .
mempunyai kesempatan atau akan kehilangan

Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial

Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002”, . .
haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 1, 2010, him. 153 — 154.

denny@integritylawfirm.id



Kriteria Kemakmuran Rakyat
(Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010)

1. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;

2. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi
rakyat;

3. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat
sumber daya alam; serta

4. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun
temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

denny@integritylawfirm.id
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3. Masalah Hukum Pertambangan
di Indonesia
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Masalah Hukum Pertambangan dalam Sistem Ketatanegaraan

1. Soal kewenangan negara, bukan sentralisasi atau
desentralisasi, tapi prinsip good governance

2. Penguasaan oleh Negara, atau oleh segelintir oligarki yang
mengontrol Negara

3. Kerusakan lingkungan

4. Tidak berjalannya penegakan hukum, keterlibatan aparat

denny@integritylawfirm.id



Tata Kelola Pertambangan
Pasca Terbithya UU Nomor 3 Tahun 2020

"‘.’- .

Implementasi UU 3/2020 masih sulit
dilakukan mengingat masa transisi dari
desentralisasi ke sistem sentralisasi
menghadapi risiko, yaitu kemungkinan
bertambahnya izin penambangan liar.

Sumber: pwypindonesia.org, 2021

denny@integritylawfirm.id
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Kewenangan Pemerintah Pusat

(Pasal 6 UU 3/2020)

menetapkan rencana pengelolaan Minerba nasional;

. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;

menetapkan peraturan perundang-undangan;

. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan

pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah
Daerahprovinsi sesuai dengan kewenangannya dan
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;

. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP

batuan;
menetapkan WIUPK;
melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;

. menerbitkan Perizinan Berusaha;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

.pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan
Berusaha;

. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan,

dan konservasi;

0. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan

Pemberdayaan Masyarakat;

. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara

bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara;

. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi

sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi
Pertambangan;

. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Reklamasi dan Pascatambang;

. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan

Batubara tingkat nasional,

. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah

kegiatan Usaha Pertambangan;

. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam
penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.

. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan

logam jenis tertentu, Mineral Radioaktif, dan Batubara;

w. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
Xx. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

PALE e

denny@integritylawfirm.id



Perjalanan Dasar Hukum Pengaturan

Pertambangan di Indonesia

Indische Mijn Wet (IMW) 1899 (UU Pertambangan Hindia Belanda)
dengan beberapa kali perubahan pada tahun 1910 dan tahun 1918
-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun
1960 Tentang Pertambangan
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan (Sentralistik Untuk Kewenangan Perizinan)
-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Desentralisasi, Prinsip Otonomi Daerah Pengelolaan Pertambangan)
-
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Resentralisasi)

29—
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Home Ekonomi Bisnis Finansial Infrastru

Ini Lokasi Tambang di
Indonesia yang Dikuasai
Mafia

[ ] [ ) - detikFinance
_ MEDIA 5
Mafioso Tambang di LT e e, ®
Da e ra h =y £ # > Nusantara [ £ 0 0o ©
rri.co.id
01 May 2022, 17:20 WIB v —— _
- : MAKI Sumsel Ragukan xmOL.ID =
Polda Kaltim Dalami Mafia Temuan ICW Soal Mafia
'Fl;al;nb;ntg I?Bengan Sebutan Tambang di Sumsel Desak Oknum Polri yang
atu atu ara mediaindonesia.com | Nusantara . . o
KPK, Polri, Dan Kejaksaan Diduga Terlibat Mafia

Tambang Sumsel Diperiksa,
IPW: Ini Sudah Menahun

Diminta Turun Tangan

Berantas Praktik Mafia Baglie: (9 o Q @ @

Tambang

Penulis : BHAYU AJI PRIHARTANTO
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA

Nasional
O 00

Rabu, 4 Mei 20221716 WIB

LAPORAN: AGUS DWI
Senin, 30 Mei 2022, 03:33 WIB

TUDINGAN adanya mafia tambang di

A feraSelatan yang dihembuskan oleh

Keep Watching

Foto: Ist.
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4 (Empat) Persoalan Krusial UU Minerba
Yang Merugikan Masyarakat Luas:

a. Masyarakat tidak bisa mengajukan keberatan ke Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, karena Minerba tidak lagi menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Resiko kriminalisasi terhadap penolakan aktifitas perusahaan tambang;

c. Perusahaan tambang masih bisa beroperasi meski telah terbukti merusak
ingkungan dan pemukiman masyarakat;

d. Perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin,
vahkan dengan jaminan royalty 0%.

Sumber: Walhi, 2021

denny@integritylawfirm.id
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Batubara, Banjir, Kerusakan Lingkungan,

dan Kematian

Trending Virus Corona: Semua yang Perlu Kamu Tahu

Konglomerat Tambang Batu Bara di Pusaran Bencana
Banjir Kalsel

41 persen kawasan hutan di Kalsel dikuasai izin tambang

Puluhan Kasus Kematian di Lubang Tambang Tak
Berakhir di Meja Hijau

{ ? e L
Prosesi pemakanan Ahmad Setiawan. Pelajar berumur 10 tahun ini meninggal di lubang bekas tambang PT
IBP. (Istimewa)

denny@integritylawfirm.id
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Permasalahan Perizinan Tambang

I

"
t et = e

S e Extracti
KATADATA. EITI imivsiey
kOnOf ral 'LR Initiative

) INDONESIA
2 522 IZI N TAM BANG Dari berbagai masalah yang membelit sektor
@ tambang nasional, perizinan menjadi yang paling
B E RSTATU s N o N c&c disoroti. Sebanyak 30% izin usaha pertambangan
(IUP) yang diterbitkan belum berstatus C&C.

IUP TANPA C&C STATUS C&C MEMASTIKAN A
2'522 ® |UP tidak menyalahi aturan
e Wilayah tambang tidak tumpang tindih dengan
Non C&C perusahaan tambang lain (dengan komoditas
bang sama), dan kawasan konservasi
()/ tam
0

PROVINSI DENGAN IZIN PALING BERMASALAH

Kalimatan @ Jawa Kalimatan Sulawesi = Kalimatan
Selatan Barat Timur Selatan Barat

351 291 275 188 170

6.002

C&C Luas Bukaan Lahan Tunggakan PNBP 2016
70% (per April 2017) (Rp triliun)
‘.\:_L.~ Target‘— 30,10
nek - Realisasi D 27,21
C&C: clear and clean Luas Lahan Terbuka Reklamasi ‘
Status pasca pengumuman C&C ke-24 146 545 59.903 Punang;- 4,03
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Normalisasi Penambangan llegal

Penambangan illegal terjadi di wilayah hutan

Blok Mandiodo, Kecamatan  Molawe, Leluasa Menambang, Ampuh Sultra: Demi
Kabupaten Konawe Utara. Tanpa IUP dan Keadilan KSO Basman Harus Diproses
IPPKH, bebas melakukan penambangan.
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Anehnya, aparat setempat bahkan BUMN B\ P S S S W e S
vang ada di sana, merasa tidak pernah : | o=
melihat penambangan illegal tersebut.

Hal semacam ini terjadi di daerah lain, seperti
di Kalimantan, Maluku, dsb. Seakan
penambangan illegal jauh lebih menarik
daripada tambang resmi.

34—
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LISENSI YANG KORUPTIF DAN PEMBIARAN ATAS KETIDAKPASTIAN HUKUM

1. Perizinan tambang masih menjadi ceruk perilaku KKN lintas
Instansi;

2. Dihilangkannya upaya hukum Fiktif Positif ke PTUN, membuat
pemerintah semakin superior terhadap pengabaian permohonan
perizinan. Berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum;

3. Tumpang tindih perizinan dan ketidakjelasan penanggung jawab
(pemegang hak) di sebuah WIUP, menjadi pintu masuk
menjamurnya penambangan illegal.

denny@integritylawfirm.id
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Putusan MK Nomor B4/PUL-XVIII/2020 terkait Penguijian
Pasal 169A UU 3/2020 Perubahan UU 4/2009 Pertambangan

Mineral Dan Batu Bara

Pertambangan Melalui Putusan MK tersebut Perpanjangan Kontrak Karya dan

Minerba di Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara agar
kuasai mendapatkan |zin Usaha Pertambangan Khusus (IPK) tidak secara

ototmatis diberikan jaminan begitu saja.
Oligarki?

denny@integritylawfirm.id
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4. DUITokrasi Kills Indonesian

DEMOcracy
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Masalah hukum pertambangan dalam sistem
ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari isu
duitokrasi yang melahirkan lingkaran oligarki politik.
Lingkaran oligarki politik ini kemudian akan
mensponsori figur pemimpin untuk dikendalikan,
serta menjadi akar candidacy buying dalam Pemilihan
Umum hingga Pemilihan Kepala Daerah.




Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

Parpol yang Koruptif

Terkooptasi

The Real
Power
Holders




HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS

Hected Officials & Begal Sources
; SmallMledum Apopoint=e's Salary (Including use of
Big Donors Chonors Swurcharges State Resourcses)
: m;t”‘aam'm'g'lp - Party and Candidate P = F -
Personal Fundls
. "////—I\
o Legal Examples:
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T3 - :_-[HII and I:'I'I.I"I-E'Iﬁ:. schinda :. - mﬂbgrtgg
% party fawar - mw s OMer Brbes Source: Duschlnsky
& Posisrs E-B"I'.:E L=
T 3=
% : Radio bnoadcasis
L1l

—
 —

£
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o Leqgal Examplas: = Hickbackbribes

= Pa¥onage jobs = ‘Woles Tor saie

- = High Appolntments e  Gis, vawel and
'IIJ' = Woing, o strings Tavors

Ir = [Projects In home = Deny opposition

district & donor Toes gov't
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Lingkaran Setan Korupsi Politik

»  Birokrasi (B) " Kron Bisnig
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INDONESIA CORRUPTION WATCH
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WHAT’S NEXT?

Konsistensi “dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Penegakan hukum antimafian peradilan

Demokrasi harus Kembali ditegakkan
melawan DUITokrasi.

denny@integritylawfirm.id
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INTEGRITY Programs

INTEGRITY Scholarship

INTEGRITY Constitutional Discussion
INTEGRITY Legal Training

INTEGRITY Legal Update

INTEGRITY Client Alert

INTEGRITY Constitutional Advocacy

https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/

LEGAL ADVOCACY TRAINING
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DAFTAR SEKARANG!
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" " INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2

URGENSI AMANOEMEN KONSTITUS D8 TENGAM PANDE M
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